BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pcmbahasan yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil beberapa
kesimpulan, yaitu:

Dalam pengupahan di Home Industri Sandal Desa Wedoro rata-rata memakai
borongan, yaitu pemberian upah yang di dasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu
pekerjaan tertentu secara menyeluruh, ada juga sebagian memakai pengupahan
harian. Dan sistem pengupahannya adalah jangka waktu yaitu sistem pemberian
upah menurut jangka waktu tertentu, pembayarannya dilakukan perminggu
(mingguan), perolehan upahnya dibayarkan berdasarkan hitungan perkodi (20
pasang).

1. Dalam pcngupahan yang terjadi pada Home Industri Sandal Desa Wedoro
adalah sebagai berikut :

a.  Waktu pelaksanaan pembayaran upah pekerja/buruh tidak sesuai dengan
Peraturan yang telah dibuat olch Home Industri Sandal Desa Wedoro,
dan upahnya ada yang tidak dibayarkan secara langsung pada waktu
penggajian oleh Home Industri Sandal, karena mengalami keterlambatan

dalam menerima upah.
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b.  Bagi pekerja yang melakukan pekerjaan lembur tidak dibayar upah
lembur, melainkan dibayar dengan upah sebagaimana pekerjaan biasa,
Pengupahannya tersebut disesuaikan dengan perolehan berapa banyak
per kodi yang telah di kerjakan, walaupun mereka bekerja sampai 12 jam
lebih dalam bekerja.

2. Tinjavan hukum islam dan Undang-undang ketenagakerjaan tentang
pegupahan pekerja di Home Industri Sandal Desa Wedoro, sebagai berikut:

a. Sebagaimana kesimpulan pada angka 1, bahwa sistim pengupahan yang
terjadi di Home Industri Sandal Desa Wedoro banyak yang bertentangan
dengan aturan hukum Islam yang ada, seperti misalnya tidak adanya
kepastian tanggal pembayaran upah, tidak adanya upah lembur bagi
pekerja, dan upah yang tidak dibayarkan secara tunai sangat bertentangan
dengan aturan hukum Islam yang ada.

b. Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Home Industri Sandal Desa
Wedoro tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan yang telah dibuat
oleh pemerintah, baik dalam bentuk Undang-undang, yakniUndang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia
maupun peraturan yang di buat oleh menteri tenaga kerja, karena :

1) Pengupahannya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. No.13

Tahun 2003 dan UMK, pekerja/buruh yang digaji lebih rendah dari
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ketentuan UMK. Hal ini bertentangan dengan pasal 90 ayat (1) dan
pasal 91 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003.

2) Ada salah satu tempat yang tidak sesuai dalam waktu pelaksanaan
pembayaran upah pekerja/buruh yang telah dibuat oleh Home
Industri Sandal Desa Wedoro, dan tidak dibayarkannya upah secara
tepat waktu atau terlambat pembayarannya, bertentangan dengan
pasal 95 UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3) Pihak pemilik Home Industri Sandal Desa Wedoro tidak pernah
mensosialisasikan Peraturan kepada pihak pekerja/burub, sehingga
terjadi banyak pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruh oleh
pengusaha Home Industri Sandal Desa Wedoro khususnya masalah

pengupahan.

B. Saran

Problem perburubhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karenanya
mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala
cara tanpa memperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan
Industrial. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:
1. Menciptakan harmonisasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dengan

merubah cara pandang kita bahwa pekerja dan pengusaha merupakan dua hal
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yang saling berkaifan dan saling memenuhi, serta menganggap bahwa
pekerja/buruh adalah sebagai mitra kerja dan bukan sebagai faktor modal,
schingga jika terdapat problematika-problematika perburuhan dapat di
selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan semangat kekeluargaan sebagaimana
yang dijarkan dalam ajaran Islam.

Pensosialisasian peraturan-peraturan, baik peraturan dari pemerintah maupun
dari pengusaha hendaknya di publikasikan secara lebih transparan kepada
semua pekerja/buruh agar semua pekerja/buruh mengetahui tentang hak dan
kewajiban yang melekat kepadanya.

Mengacu pada kondisi dewasa ini, maka sudah seharusnya setiap pengusaha
berusaha untuk menciptakan sistim pengupahan yang benar-benar aspiratif
dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup
layak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan
dan persoalan yang belum terungkap. Dikarenakan keterbatasan penyusun
untuk mengungkap persoalan pengupahan. Maka sangat diharapkan saran dan
kritik untuk masukan ke depan, serta untuk penelitian selanjutnya agar dapat

lebih baik lagi.



